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PERATURAN DIESA KARANGRIEJER
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA, 'NOM‘OR 05 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN.BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA
KEPAILA DESA KARANGREIFK

Menimbang @ a. agar Jalannya kegiatan perekonomiun desa dapat berjulan tertib. berdaya guna,
berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk

L . pelaksanaannya; ‘ ' -
b. rapat bersama antara pemerintahan desa. okoh masyvarakat. tokoh wanita dan
unsur lembaga de.'s:a pada tanggal Y Februari 2008 tentang pembentukan panitia

penyusun draf rancangan Anggaran Dasar BU;M Des Desa Karangrejek:

C. rapat bersama antara pemerintahan desa, lembaga desa. dan wkeh masyarakat
pada tanggal 29 Mei 2009 pemhuhasa{n dan penetapan Anggaran  Dasar
BUMDes Desa Karangrejek:

d. rapat bersama antara kepala desa, ketna BPD, ketua LPMD. ketua - ketua unit —

. unit usaha BUMDes, tokoh masyarakat pada tanggal 21 Okiober 2010
e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢. dan
) d perlu ditetapkan Peraturan Desy tentang Perubahan Anggarfin Dasar Badan

J. . Usaha Milik Desa; '

ﬁflizngingal .

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 Tentang BUMDes:

(A8

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes Tanggal
235 Juni 2010; _ .
' : 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Organisasi dun Tata Kerja Pemerintahan Desa:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1§ Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa:
5. Peraturan Daeral Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 Tentang

Kevangun Desa: . )
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0. Peraturan Dacrah Kabupaten Gunnngiidul Nomor 2 Laliun 2008 lentaing
Urusan Pemerintahan Desa:

7. Peraturan Dacrab Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 lahun 2008 Temang
Pedoman Pembentukan Badin Lisaha Milik Desa:

8. Peraturan Daerah Kabupm;:n Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun

2008.

Dengan Persetujuan Bersuma
BADAN PERMUSYAWARATAN DIESA KARANGREIEK
' dan
KEPALA DESA KARANGRRJEK

MEMUTUSKAN:

i-lencmpkan ; PERATURAN DESA KARANGREIEK TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DESA NOMGR 05 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN U'SAHA MILIK DESA

BAB 1
KETENTUAN UM UM

Pasal |

Palrm peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik [Indonesia

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogvukarta

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gummgkidul

Bupati adalah Bupati Gunungkidul

Keeamatan adalah Kecamatan Wonosari *

Desa adalah Desa Karangrejek

Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangrejek

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus  kepentingan

masyarakat selempat berdasarkan asal usul dan adat istiacat setempa yang diakui dan

_dihormati dalam sistim Pemerintah NegarasKesawan Republik Indonesia

(10) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatl Desa sebagai unsur penvelenugara
P | g d pen) ug

Pemerintahan Desa




i :
! POy Badin Permusyawaratan Desa i selnuntova discbut BP0 ulalah Lembiga vang

merupakan peswujudan Demokrasi dalam penyelengparaan Pemerintahan desa sebawni

unsur penyclenggara Pemerintahan Desa

(121 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan vang dibuat wlch BPD bersima
l . .
Kepala Desa

. (13) Persaran. Kepala Desa adalal Peraturan Pervndimg-undangan vig ditetapkan olel)

Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desy dan

i Peraturan Perundang-undangan, yang lebil tingyi

(14) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan aleh Kepala Desa yany

bersifal menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan
Kepitla Desa

(13) Lembaga Kemasyarakatan-Desa adalah lembaga vang ada dan dibentuk oleh masyarakat

Desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung
| _ penyelenggaraan Pemerintah Desa

| (16) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnva discbut BUMDes adalah Lembaga Usaha

vang Berbadan Hukum yan;, didirikan  dan dimiliki oleh Desa serla bersifut mencari
keuntungan

(17) Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat A adalah peraturan tertulis yang  memuat

aluran-aturan pokok organisasi yan;= berfungsi scbagai pedoman dap kebijukan untuk

mencapa, lujuan organisasi serta menyusun aluran-aturan lain di setiap unit usaha

(18) Anggaran Rumah tangga yang selanjutnya discbut ART adalah aluran tertulis sebagai

. bentuk operasional yang lebih terinci, da’m Aturan-aturan pokok dalam anggaran Dasar
. untuk melaksanakan tata kegiatan orpanisasi.
| |

BAB 11
: NAMA DAN KED UDUKAN
! i

Pasal 2

(1;Nama BUMDes  *  : BUMDes DESA KARANGREIEK.

i, (2) Kedudukan

( ' : Berkantor pusat di Komplek Kantor Desa Karangrejek

dengan alamat Jalan Baron Km.2 Karangrejek  Wonosari

Gunungkidul Provinsi Ducrah Istimewa Yogvakarta, Kode P

s
, N : 55851, Telp. 08282751904,
| g " BAB III
_ MAKSUD DAN TUJUAN
I f
| : Pasul 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan

ekonomi masyarakat. baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat. budaya setempat,

- R
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mdupun kegiatan perekonomian yang  diserahkan untuk dikelolu ofeh masyarakat melalui

program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintuh Dieran, dan Pemerintaban Desa

Pasal 4
Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk:
E ‘[I} Mendorang Perkembangan Perckonomian masyirikat dess
(2) Meningkatkan kreativiias dan peluang usaha ekonomi produktil’ masyarakat desa
(3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro scktor informal
(4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahieraan masyarakal desa

i (5) Meningkatkan pendapatan asli desa

BAB 1V
PERMODALAN

T e CEarh e

Pasal 5

| Permodalan BUMDes diperoleh dari:

“(1) Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten
" (2) Pemerintah Desa

' (3) Simpanan Masyarakat ]
(4) Pinjuman dari lembaga Keuangan Pemerintali. dan atau non Pemerintah
| |

-(5) Penyertaan modal dari pihak lain atan kerja sama bagi hasil aas dasar saling
menguntungkan

i
: ;  BABYV
‘. JENIS USAHA.
'|
: Pusal 6
: BUMDes Desa Karangrejek bergerak  dalam bidong jasa. dan perdagangans umum  yang
| mempunyai daerah kerja di wilayah Desa Karangrejek dun sekitarnva
Pasal 7

-}:u-:n'wu BUMDes Desa Karangrejek mempunyai unit usaha antara-lain:

l: (1) Jasa Pelayanan Air Bersil/ Pam Desa dengan nama PAB. TIRTA KI":NC‘!\N.‘\
‘ (1) UKM Tirta Kencana

:(.‘%j UKMA Amrih Ngrembaka

. (4) Jasa Pengelolaan Usaha Desa

- _




(5) Jasa Boga

(6) Jasa Pengadaan-l3arang

k?) Jasu Kontruksi

(8) Penyediaan kebutuhan petani seperti: pembibitan. alat-alat pertanian. kebutuhan pupuk,

obut- obat pertanian, peternakan dan jasa perkreditan untuk usaha — usaha keluarga petani

Pasal 8

D f tiap unil usaha sebagaimana disebut dalam BAB V pasal 6 dalam pengelolaannya dibuat

) - . .
Alfagaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus scbagai pedoman pengurus/pengelola masing-

mising unit usaha, yang tidak boleh bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan

di

(

14t Komposisi kepengurusan sebagaimana Bab VI pasal 10 ayal (.

tastiya. dan disahkan melalui Surat Keputusan Kepula Desa

BAB V1
KEPENGURUSAN

Pasal 9

| Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa. BPD. Lembaga Desa dan unsur

vl

—

Masyarakat

Masa bakti pengurus selama-tamanya 4 tahun

|

Pasul 10

K{mposisi kepengurusan BUMDes terdiri dari:

lff Dewan Komisaris/Penanggungjawab dijabat oleh 1.1 Kepala Desa
1.2 Ketua BPD

(2] Direksi dijabat oleh Ketua LPMD

(3 ‘Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan ataur yang ditunjuk

' melalui musyawarah Pemerintahan Desa
(2). dan (3) ditctapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Desa

o

Pasal 11

Kgmposisi kepengurusan disetiap unit usaha diatur melalui Anggaran Rumah Tangga masing-

mgsiag unit usaha -

=




Pasal 12

Keteatuan yang dapat dipilih menjadi pengurus unit adalih:
(I} Berkepribadian  baik, jujur, cakap. adil, berwibuwa. penuh pengabdian  terhadap
. ¢ perekonomian desa, dan diutamakan yang yang berpengalam

an dalum bidangnya
(f} Herjiva wirausaha

(3Y Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangrejek dan berdomisili di Desa Karangrejek
t4} Pendidikan minimal SLTA atau sederajad

BAB VII
BADAN PENGAWAS

Pasal 13

(1) Pengawas BUMDes berfunpsi ‘ sebagai pcnguwns’pungumlali' dari scluruh kegiatan

; perekonomian desa

(2) Masu bakti badan penpawas sclama-lamanya 4 tahun

( 3)| Jumlah badan pengawas sebanyak 3 orang,
ganggota

terdiri dari scorang koordinator. dan dua arang

Pasal 14

‘entuan yang dapat dipilih menjadi Badan Pengawas BUMDes adulah:

(1) Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, berwibawa. penuh pengabdian terhadap

perekonomian de:aa dan divtamakan yang yang b:.rpcm.alan'mn d

alam bidangnya
(2) Berjiwa wunusaha

(3) Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangrqv.k dan berdomisili di Desa Karangrejek
4) j‘e-uhd:kan minimal SLTA atau sederajad.

- Pasal 15

in Pengawas BUMDes dipilih dan atau ditunjuk melalui-musyawarah Pemerintahan Desa dan

rarakat. yang hasilnya dituangkan dalam berita acara .

BAB VIII :
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 16

\was mempunyai tugas:

¥

e S
e —



(1) Memberi naschat kepada direktur dan ketua unit usair dadam mei

aksimnakan pengelolian
BUNDes

(23 Memberi suran dan pendapat dakam pengelolaarn BU NMDes

- {3) Mengawasi/melaksanakan pengendalian kepada  dirckur. ketua unit wsalu, dalam

pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes

" (4) Mencari peluang untuk peningkatan kegiatan usali BUMBDes i setiap unit usaly

(5) Menyampaikan laporan hasil kcp'cngawzts-.m Kepada komisaris
Pusal 17

Pengawas mempunyai kewenangan:

(1) Meminta penjelasan dari direksi/pengurus unit BUMDes mengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolaan BUMDes

(2) Mencegah/melindungi seluruh kegiatan BUMDex terhadap hal-hal yang dapat merusak
kelangsungan kepiatan dan citra BUMDes

BAB 1X _
DIREKS] !

Pasal 18

Direksi adalah jabatan dalam BUMDes yang dipegang oleh Ketua [LPMD ving dite

tapkun dengan
Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 19

Dircksi mempunyai tugas:
(1) Sebagai penanggung Jawab/pemegang rekening

‘bank “(sebagai avalis)  dari seluruh
kegiatan unit usaha BUMDes

(2) Mengembangkan dan membina selurub kegiatan unit usaha agar tumbuh dan berkembang

menjadi sebuah lembaga yang dapat meltayani kebutuhun dasar. dan kegiant

an ckonomi
masyarakat

{3) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan kebutuhan ekonomi warga yang adil dan
merala

() Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembuga perckonomian ¢ kevangan baik

Pemerintah maupun non Pemerintah, dan kerja suma antar Desi.

atas dasar saling
menguntungkan

3) Mengeali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan
24 p g ]|

masyarakat, dan pendapatan asli desa
-
(6) Menghimpun dan niembuat laporan bulanan dari selurci kegiatan unit usaha

]
i
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(7) Melaporkan kegiatan usaha kepada Komisasis minimal sekauli dalam tiga bujan

(8) Me'aporkan perkembangan usaha kepada masyarakal minimal dua kali dalam satu Wahun,

melalui kegiatan Gk warga bersama-sania dengan Pemerintah Desa
(9) Setiap akhir tahun, tanggal 31 Desember tahun berjalan, harus melaksanakan tutup tahun
buku dan selambat-lambatnya tiga bulan kemudian wajib melaporkan Pertang

aung
jawaban kegiatannya dihadapan Pemerintahan Desa dan Musyarakal

Pasal 20

*ksi-mempunyai wewenang;

;l)hfci‘nimu penjelasan  pengurus  unit BUMDes mengenai  segala
ményangkut pengelolaan BUMDes

2) Melindungi seluruh kegiatan BUMDes terhadap  hal-hal

selangsungan Eegiatan dan citra BUMDes

persoalun  yang

yang dapat  merusak

3) Memberikan suran pendapat kepada Pengurus Unit usaha BUMDes agar Iebil berdaya

gura dan berhasil guna untuk pelayanan masyarakat

BAB X
- HAK-HAK KOMISARIS, DIREKSI, PENGAWAS, DAN PENGURUS

Pasal 21
) Komisaris. direksi, dan pengawas, berhak menerima penghasilan
2} Penctapan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pad

a anggaran
pendapatan dan belanja unit-unit usaha

BAB XI

PEMBERHENTIAN DIREKSI, BADAN PENGAWAS, DAN PENGURUS UNIT

Pasul 22

i. budun pengawas, dan pengurus unit BUMDes berhenti kareny:
Meninggal dunia

Mengundurkan diri

Diberhentikan

Pasul 23

» badan pengawas, dan pengurus unit dapat diberhentikan sebagaimana diterangkan p:ada
2 ayal (3) karena: '
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|
(1) Berakhir masa baktinya

(2) Tidal: lagi memenuhi persyaratun sebagai Pengurus BUNDes,

) Terlibat tindak pidana
Y Tdak dapat mrelaksanak tugas dengan baik sehingg

perkembangun BUMDes

1 BAB XII
. ) BAGIHASIL USAHA

Pasal 24

Cnya pembagian hasil usaha BUMDes padic setiap unit usalie sehagaimana tersebant dalam

7 seviap whun dipergunakan untuk:

) Panupukan medal usaha R P
2) Pendapatan desa 120 %
31 Pengurus. ketua unit, pcm,.uuh dan karvawan I L

.: 4) Perdidikan dan pefatihan 2 M(VG‘; IG‘,.‘) "u:}'?z :
| 5) Cadangin @ pﬂD R 2,*{: //7‘1{"

G embinyaan unit usaha ditetapkan dengan Keputusan Konsisris BUNDes

Pasal 23

BARB X111
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

rinah. Pemerintah Propinsi. Pemerintah Rabupaten berkul. Jda ddupat untuk sewakin-wakiu

Cukan pcmhinuam‘. fasilitasi, pr‘ndmnpmu.m ‘pelatiban, m.--'uunw dan  memberikan

ngan wknis manajemen dan evaluasi dari seluruh kegintan B Desa
Pusal 27

» 1 masyarakal setiap saat berhak melakukan pengawasan. sarn. pendapat. baik tertulis

.0 onan vang disampaikan kepada komisaris. dircksi. [UTTHETHIT

pengurus unit usaha
i

Jes demi peningkatan pelayanan/kinerja BUMDes

BAB X1V

ANGGARAN RUMAH TANGGA

asal 28

Seluruh wnit usaha BUMDes wzulh menyusun Anggaran Rumal Tangga

________,_],_..,._.,.

S neehanbal perisnbobon Jan

e e — e ———

“.,,__‘F._.rw iy —



1) Tuta cara penyusunan Anggaran Rumahtangga distur meladui Peraturan Bupati Nomor 22
Tuhan 2008

BAB XV
LAIN-LAIN
Pasal 29

uh kegiatn kelembagaan yang mengelola banwan hibah dari Pemerintah. Pemerintith
th. Pemerintah Kabupaten. dan atau swadava Masvarakat vang bersifit ekonomi produktif

menyesuaikian

“BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan

) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaon pengundangan Peraturan Desa ini

dsngan penempatannya dalam lembaran dess

Ditetapkan di @ Karangrejek

Pada tanggal @ 21 November 2010

ALA DESA

KEPALL PoTA.
HARARGRE (210

ngkar di : Karangrejeh
myg gl : 21 November 2010

SEKRETARIS DESA

TUKIRAN
TP.19620327 198603 1 012

ARAN DESA KARANGREJEK

—TrTTTEY




KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGREJEK
NOMOR 09/KPTS/2010 |

o mera

TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA PENGELOLA AIR BERSIH
' TIRTA KENCANA .

DESA KARANGREJEK KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2010




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN WONOSARI
DESA KARANGREJEK

Alamat : JI. Baron Km.2, Karangrejek, Wonosari, Gunungkldul, 55851
Telp : 08282751904

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 09/KPTS/2010

ANGGARAN RUMAH TANGGA PENGELOLA AIR BERSIH TIRTA

Menimbang : a,

Mengingat : '

—y

KENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREIJEK,

agar jalannya kegiatan pert-:k_lanomian desa dapat berjalan tertib, berdaya guna,
berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk

pelaksanaannya;

. rapat bersama antara pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan

unsur lembaga desa pada tanggal 9 Februari 2008 tentang pembentukan panitia

penyusun draf rancangan Anggaran Dasar BUMDes Desa Karangrejek;

. rapat bersama antara pemerintahan desi. lembaga desa, dan tokoh masyarakat

pada tanggal 29 Mei 2009 pembuhasan dan penetapan Anggaran Dasar
BUMDes Desa Karangrejek:

. rapat bersama antara kepala desa. ketua BPD. ketua LPMD, ketua - ketua unit -

unit usaha BUMDes, tokoh masyurakat pada tanggai 21 Oklober 2010;
bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, dan
d perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tenlang Anggaran Rumah Tangga
Pengelolaan Air Bersih Tirta Kencuna '
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78-81 Tentang BUMDes;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes
Tanggal 25 Juni 2010:
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 17 Tahun 2006 tentang
pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 18 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Guanungkidul Nomor: 22 Tahun 2006 Tentang
Keuangan Desa; . 2
Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintahan Desa;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yih:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 5 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa:

Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Duerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun
2008;

Peraturan Desa Karangrejek Nomor 06 Tahun 2010 lentang Pembahan Atas

Peraturan Desa Karangrejek Nomaor 05 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Badan Usaha Miiik Desa

MEMUTUSKAN:

ANGGARAN RUMALII TANGGA PENGELOLAAN AIR BERSIH
TIRTA KENCANA DESA KARANGREJEK

Anggaran Rumah '\I’an-__-gn Pengelolaan Air Bersih Tirta Kehcana Desa
Karangrejek sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
Keputusan ini mulai be:luku pada tangpal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan

dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karangrejek

I. Bapak Bupati Gunungkidul;

2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Seida Kabupaten Gunungkidul;

3. Camat Wonosari




